IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 4/DSN-

MUI/IV/2000 DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI URIP SUMOHARJO 

KANTOR CABANG PEMBANTU SOLO by KUSUMAH, KHAIRINA CINTYA & Rial, Fuadi, S.Ag., M.Ag
IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 4/DSN-
MUI/IV/2000 DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI URIP SUMOHARJO 
KANTOR CABANG PEMBANTU SOLO 
  
SKRIPSI 
Ditujukan Kepada 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum 
 
 
 
Disusun Oleh : 
 
                                        KHAIRINA CINTYA KUSUMAH 
                                                      NIM. 152.111.161 
 
   PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
     FAKULTAS SYARIAH 
         INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
    2019 
ii 
 
iii 
 
  
iv 
 
 
v 
 
 
vi 
 
 
MOTTO 
 
 اْوُلُكَْأَتلا اْو ُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّ َيأ َآي ْمُكْنِم ٍضاَر َت ْنَع ًَةراَجِت َنْوُكَت ْنَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ  
 
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…” 
 ~ Q.S. An-Nisa (4):29~ 
 
Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri  
Bersuka karena usahanya sendiri 
Dan maju karena pengalamannya sendiri 
~Sapardi Djoko Darmono~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah, puji syukur saya kepada Allah SWT. karena telah melimpahkan rahmat 
karunia Nya dan juga para dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah 
memberikan suatu wejangan, wawasan serta ilmu pengetahuan sehingga skripsi saya 
telah terselesaikan. Tidak lupa juga mengingat junjungan Nabi Besar kita yaitu Nabi 
Muhammad SAW. Karya ini saya persembahkan kepada: 
Iwa Kusumah dan Aniek Warastuti selaku kedua orang tua yang tercinta, dan paling 
saya banggakan terimakasih telah memberikan support dan mendoakan saya sehingga 
skripsi terselesaikan tanpa kalian tidak ada artinya tanpa ada semangat dari kalian. 
Ketiga kakak kakak lakiku tercinta tersayang yang selalu memberikan support kepada 
adik perempuannya, yaitu:Mas Irwan, Mas Aqsa, dan Mas Dadan 
Keluarga Besar Mbah R.M Sutardjo Poespoyo. 
Keluarga Paguyuban Hukum Ekonomi Syariah kelas D angkatan 2015. 
Almamater tercinta IAIN SURAKARTA 
Keluarga Paguyuban Elfivo (Eleven Five Social) SMA BATIK 1 Surakarta angkatan 
2015 
Sahabat yang selalu solid sampai sekarang dari jaman SMA yaitu: Bachtiar, Aneta, 
Frisca,Ayucita, Laily, Damatika dan Nida 
Teruntuk Mas Isnan Nugroho yang sudah saya anggap bagian dari keluarga saya sudah 
seperti kakak sendiri bagi saya terimakasih telah menemani suka duka, sabar 
menghadapiku dan selalu support kepada saya. 
Untuk Siti Khoirun Nisak, Erna Safitri, Gustiana dan Sita Uswatun Khasanah yang 
selalu menyemangati saya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
        Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 
b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan 
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan 
transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangka
n  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ix 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
xi 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf 
dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
xii 
 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah 
itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah 
xiii 
 
ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 
bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis 
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak 
diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan. 
Contoh : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan 
kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut 
dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap 
kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
           Khairina Cintya Kusumah, NIM: 152.111.161 “IMPLEMENTASI AKAD 
MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 4 /DSN-MUI/IV/2000 DI PT 
BANK SYARIAH MANDIRI URIP SUMOHARJO KANTOR CABANG PEMBANTU 
SOLO” Murabahah adalah pembiayaan jual beli. Murabahah yaitu jual beli dengan harga 
jual barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh Pihak Bank 
(penjual) maupun Pihak Nasabah (pembeli). Namun masih saja ada yang menyimpang, saat 
berada dilapangan yaitu Pihak BSM tidak menyerahkan barang tetapi memberi uang kepada 
nasabah (Pak Iwa) sebagai wakil untuk membeli apa yang dibutuhkan oleh nasabah ( Pak 
Iwa) .  
         Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi/Pelaksanaan Akad 
Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo dan mengetahui apakah 
Implementasi/Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo KCP Solo sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Fatwa DSN MUI 
No.4/DSN-MUI/IV/2000. 
         Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (Field Research). 
Maksudnya ialah jenis penelitian yang terjun langsung meneliti ketempat yang dijadikan 
obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di PT 
Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. Metode teknik pengumpulan data yaitu 
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
         Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa dalam praktik 
implementasi/pelaksanaan akad murabahah menggunakan murabahah bil wakalah sehingga 
terjadi kerancuan harga jual beli barang. Karena yang disodorkan bukan barang tetapi justru 
hanya limit pembiayaan saja, maka dari itulah implementasi/pelaksanaan akad murabahah di 
PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo belum sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Dan seharusnya pelaksanaan ini 
dilakukan dengan akad wakalah terlebih dahulu baru ke arah akad murabahah. 
Kata Kunci : Akad Murabahah, Bank Syariah, Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 
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ABSTRACT 
            Khairina Cintya Kusumah, NIM: 152.111.161 “IMPLEMENTASI AKAD 
MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 4 /DSN-MUI/IV/2000 DI PT 
BANK SYARIAH MANDIRI URIP SUMOHARJO KANTOR CABANG PEMBANTU 
SOLO” Murabahah is financing sale and purchase. Murabahah is buy and sell with the sale 
price of goods coupled with the profit margin that has been agreed by the Bank (seller) and 
the customer (buyer). However, there is still a stray, while in the field is the BSM party does 
not deliver the goods but give money to the customer (Mr. Iwa) as a representative to buy 
what is required by the customer (Mr. Iwa).  
            The purpose of this research is to know how the implementation/implementation of 
Murabahah Contract in PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo and find out 
whether the implementation/implementation of the Murabahah financing contract at PT Bank 
Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo is appropriate or not with the provisions of Fatwa 
DSN MUI No. 4/DSN-MUI. 
            This research includes a type of qualitative research field (Field Research). The 
intention is the type of research that directly examines the place that is used as the research 
object. This research uses qualitative descriptive. Research conducted at PT Bank Syariah 
Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. The method of data collection techniques is with 
interviews and documentation. Data analysis techniques used deductive. 
            The results of the study and discussion determined that in the practice of 
implementation/implementation of Murabahah Contract using a Murabahah bil Wakalah so 
that there is confusion in the price of buying and selling goods. Because it is not the goods 
but only the financing limit only, then the implementation/implementation of  Murabahah 
Contract in PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo has not been fully 
compliant with the provisions of Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000. 
Keywords: Murabahah Contract, Sharia Bank, Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan 
pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, 
adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya 
dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW, 
dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki 
usaha pokok memberikan 2 pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 
lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
1
 
Pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 perbankan nasional 
saat ini mengalami sebuah kesulitan. Tingkat suku bunga yang tinggi 
menyebabkan biaya modal sektor tinggi pula, sehingga berujung pada 
kemrosotan kemampuan usaha sektor produksi. Kualitas aset perbankan 
pun anjlok.
2
 Selama periode krisis ekonomi tersebut bank syariah 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil bukan suku 
                                                          
1
 Anisa Wahyuningrum,”Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Perfoming Financial, Biaya 
Operasional Pendapatan Operasional, Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada 
Bank Umum Syariah Di Indonesia”,  Skripsi Tidak Diterbitkan, Twinning Program Fakultas 
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AC&usg=AOvVaw1cwaJ88AjGiei7oa8qqXwC di akses tanggal 19 Februari 2019. 
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 Ibid.hlm.350  
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bunga mampu menunjukan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 
bank bank konvensional.  
Salah satu bank syariah yang di Kota Surakarta adalah Bank 
Syariah Mandiri yang memiliki unit cabang pembantu salah satunya di 
Urip Sumoharjo, seperti hal nya bank syariah lainnya, PT Bank Syariah 
Mandiri dalam kegiatannya juga menghimpun dana dari masyarakat baik 
dari tabungan, giro, dan deposito kemudian disalurkan kembali melalui 
pembiayaan seperti pembiayaan consumer, komersial dan pembiayaan 
corporate yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. 
Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk Akad 
Pembiayaan Murabahah tersebut adalah suatu hubungan hukum yang 
dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank Syariah dengan 
menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan 
kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat 
mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syariah untuk 
kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, 
peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-
lainnya.
3
  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak CBRM (Consumen 
Banking Relationship Manager) yaitu Bp. Nuari,  murabahah adalah akad 
                                                          
3
 Fanny, Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang 
Manado, Lex Privatum Journal, (Manado) Vol 1 Nomor 2, 2013, hlm.20. 
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jual beli dengan menyatakan harga perolehan keuntungan yang telah 
disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan akad murabahah di PT Bank 
Syariah Mandiri Urip Sumoharjo adalah salah satu produk unggulan 
pembiayaan di perbankan syariah. 
4
 
Dan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang bersifat 
certainly profit, maksudnya tingkat keuntungan yang didapat oleh bank 
syariah secara relatif atau secara konstan. Pembiayaan dengan seperti ini 
resikonya relatif kecil daripada pembiayaan yang lainnya dan 
perhitungannya juga relatif mudah. 
Akan tetapi ironisnya, saat selesai melakukan wawancara di PT 
Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo, ada sesuatu kecurigaan 
dalam melalui proses transaksi pembiayaan murabahah ini nampaknya ada 
obyek transaksi akad murabahah yang diutamakan oleh pihak bank 
kepada pihak nasabah bukannya menyerahkan barang sebagaimana 
ketentuan yang ada tetapi pihak bank justru menyodorkan brosur limit 
pembiayaannya saja. Dan sudah dapat kita ketahui bahwa obyek utama 
adalah uang. Maka dari sinilah sudah tidak mengherankan lagi apabila 
akad murabahah adalah produk unggulan dari PT Bank Syariah Mandiri 
Urip Sumoharjo yang banyak diminati oleh nasabah. 
5
 
Dan berdasarkan adanya fakta, hal ini terbukti benar adanya bahwa 
saat melakukan wawancara dengan nasabah yaitu Pak Iwa. Saat itu Pak 
                                                          
4
 Nuari, CBRM PT BSM Urip Sumoharjo, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2019, jam 08.20-11.50. 
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Iwa sedang melaksanakan suatu akad murabahah untuk mengajukan 
sebuah permohonan kredit untuk renovasi bangunan ruko di PT Bank 
Syariah Mandiri Urip Sumoharjo ini pihak BSM bukannya menyerahkan 
barang terlebih dahulu justru malah memberi uang kepada Pak Iwa. 
Namun permasalahannya yang seharusnya Pak Iwa ini mendapatkan suatu 
MOU, tetapi sampai saat ini pihak BSM belum memberikan MOU. 
6
 Atau 
maksud dari singkatan MoU yaitu Memorandum Understanding atau 
dengan kata lain sebuah dokumen legal yang bersifat menjelaskan suatu 
persetujuan antara kedua belah pihak. 
Sejalan dengan itu, proses pembiayaan murabahah juga 
menimbulkan permasalahan bagi nasabah, karena nasabah kurang 
memahami maksud dan tujuan tersebut, sehingga setelah saat peminjaman 
banyak nasabah yang mengalami masalah dan tidak mengetahui bahwa itu 
tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan. Dengan hal ini 
pihak bank BSM sama saja menipu nasabah, karena hal ini sudah jelas 
menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 
4/DSN-MUI/IV/2000.
7
 Padahal dalam Undang Undang Perbankan Syariah 
No.21 Tahun 2008 Pasal 26 sudah ditegaskan bahwa semua kegiatan 
usaha, baik produk maupun jasa wajib tunduk kepada prinsip syariah. 
Yang dimaksud prinsip syariah yaitu Fatwa DSN MUI.
8
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Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di 
berbagai Bank Syariah seperti pada hasil penelitian diatas, maka tidak 
menutup kemungkinan hal tersebut terjadi di Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo KCP Solo dalam mengimplementasikan akad murabahah dan 
apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.4 /DSN-MUI/IV/2000 
tentang akad murabahah. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang akan diteliti diatas, 
penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul "Implementasi Akad 
Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/Tahun 2000  
di PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo Kantor Cabang Pembantu 
Solo.” 
A. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Implementasi/Pelaksanaan Akad Pembiayaan 
Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo? 
2. Apakah Implementasi/Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di 
PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo sudah sesuai 
dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/Tahun 
2000  ? 
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B. Tujuan Penelitian 
             Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan bukti bahwa : 
1. Untuk mengetahui Implementasi/Pelaksanaan Akad Pembiayaan 
Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian Implementasi/Pelaksanaan Akad 
Pembiayaan Murabahah  PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo 
KCP Solo dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-
MUI/IV/Tahun 2000 
 
C. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis  
Dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan mengenai Implementasi Akad Murabahah Menurut Fatwa 
DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 di PT Bank Syariah 
Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. 
2. Secara praktis  
a. Bagi Akademik Penilitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dan bahan referensi serta pengembangan penelitian 
penelitian yang serupa di masa mendatang. 
b. Bagi Peneliti Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai 
pembanding antara teori yang didapat di bangku perkuliahan dan 
7 
 
 
 
fakta di lapangan, serta dapat menambah pengetahuan tentang 
materi yang diteliti, khususnya perbankan syariah. 
D. Kerangka Teori 
1. Pembiayaan Murabahah  
 
a. Pengertian Murabahah  
 
Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata rabaha-
yurabihumurabahah yang memberi keuntungan, karena ia berasal 
kata ribh yang artinya keuntungan.
9
 Sedangkan secara syara’, 
murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
10
   
Pembiayaan merupakan fungsi yang utama dari perbankan 
syariah, sehingga dibutuhkan perhatian khusus, karena pembiayaan 
yang lancar dapat meningkatkan perekonomian, dalam penyaluran 
pembiayaan ada banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama 
penyaluran pembiayaan tentu bank perlu memperhatikan kesehatan 
bank. Pembiayaan Murabahah adalah bagian terpenting dengan 
suatu akad jual beli dan akad ini mendominasikan pendapatan 
bank-bank yang ditawarkan.
11
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 Yazid Afandi,  Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Printika,2009) hlm.85.
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 Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm.149. 
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b. Jenis Murabahah 
Murabahah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : 
Murabahah tanpa pesanan dan Murabahah berdasarkan pesanan. 
 
1) Murabahah tanpa pesanan, maksudnya tidak melihat ada yang 
memesan atau tidak, sehingga penyediaan barang yang 
dilakukan oleh bank.
12
 Murabahah ini bisa dilakukan baik 
secara tunai maupun secara tangguh. Pengadaan barang oleh 
bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain 
: 
a) Membeli barang jadi kepada produsen (secara 
murabahah tauliyah, muwadha‟ah, atau musawamah). 
(1) Jual beli  Tauliyah : memberi wewenang kepada 
orang lain untuk memiliki menggunakan suatu 
barang. 
(2) Jual beli Muwadha‟ah : jual beli dengan harga beli 
dan pembeli diberitahu tentang harga belinya. 
(3) Jual beli Musawamah : jual beli dengan harga yang 
disepakati kedua belah pihak tanpa melihat harga 
kulakan pembeli.
13
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 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press,2005)hlm.37. 
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 Sumber dari https://www.pengusahamuslim.com/2804-jual-beli-amanah-1491.html. diakses 23 
September 2019 
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b) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran 
dilakukan secara keseluruhan setelah aqd (jual beli 
salam) 
c) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran 
dilakukan setelah penyerahan barang (jual beli ishtisna') 
Merupakan barang-barang hasil dari transaksi 
murabahah atau syirkah.
14
  
2) Murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah baru akan 
melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang 
memesan barang sehingga penyediaan baru dilakukan jika ada 
pesanan. Yaitu : 
a) Kedua belah pihak bernegosiasi dan berjanji satu sama 
lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama 
b) Setelah diperoleh kesepakatan, bank mencari barang 
yang dipesan kepada pemasok. Bank juga melakukan 
negosiasi terhadap harga barang.  
c) Setelah diperoleh kesepakatan antara pemasok, maka 
dilakukan proses jual beli. Bank sebagai harus 
memberitahukan harga perolehan barang beserta 
keadaan barang 
d) Kemudian barang melakukan proses transaksi jual beli 
murabahah dengan nasabah. 
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e) Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari 
penjual, yaitu bank syariah kepada pembeli.
15
 
 
 
2. Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 
a. Pengertian Fatwa 
Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang 
suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim.
16
  
Adapun yang dimaksud dengan putusan atau nasihat resmi 
yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui 
otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai 
tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 
peminta fatwa (mustafit) yang tidak mempunyai keterikatan. 
Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau 
hukum fatwa yang diberikan kepadanya.
17
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16
Sovia Hasanah, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia, dikutip dari 
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b. Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/Tahun 2000 
Pertama  : Ketentuan Umum Murabahah pada Bank Syariah disini 
sebagaimana dijelaskan:  
a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 
bebas riba. 
b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah 
Islam. 
c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya. 
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 
biaya yang diperlukan. 
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian 
khusus dengan nasabah. 
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah 
harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik 
bank.
18
 
 
               Kedua : Ketentuan Murabahah pada Nasabah. 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah 
dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan 
janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji 
tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus 
membuat kontrak jual beli. 
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d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan.  
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah.  
g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif 
dari uang muka, maka : 
1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 
2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 
bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh 
bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka 
tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 
kekurangannya.
19
 
      Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) telah : 
                         Menimbang : 
1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan 
dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli; 
2. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 
tersebut, bank syariah perlu memerlukan fasilitas pembiayaan 
murabahah bagi nasabah yang memerlukannya, yaitu menjual 
suatu barang dengan menegaskan harga jual belinya kepada 
pihak pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang 
lebih sebagai laba; 
3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang Murabahah untuk menjadikan pedoman oleh lembaga 
keuangan syariah.
20
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3. Landasan Hukum Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI No. 4 
/DSN-MUI/IV/2000 
 
   Firman Allah  
 
 ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اْوُلُكَْأَتلا اْو ُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّ َيأ َآي َنْوُكَت ْنَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِاب
...ْمُكْنِم ٍضاَر َت ْنَع ًَةراَجِت21  
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”.22 
 
 
   Hadis 
 ىَلِإ ُعْي َبَْلا :ُةََكر َبْلا َّنِهْيِف ٌثَلاَث :َلَاق َمَّلَسَو ِوِلآَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ
 وجام نبا هاور( ِعْي َبِْلل َلا ِتْي َبِْلل ِرْيِع َّشلِاب ِّر ُبْلا ُطْلَخَو ،ُةَضَراَقُمْلاَو ،ٍلَجَأ    
)بيهص نع  
  
“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 
tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk 
dijual.
23
 
 
                                                          
21
 Q.S. An-Nisa (4) : 29. 
 
22
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 
1990), hlm.159. 
  
23
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 (Kairo: Dar al-Fikr, Nomor hadist: 2289,2010),hlm.768.  
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         Hadis riwayat Ibnu Majah di atas merupakan dalil lain 
dibolehkannya melakukan akad murabahah secara jatuh tempo. 
Namun kedudukan hadis ini lemah, karena demikian banyaknya 
ulama yang menggunakannya untuk dalil akad mudharabah maupun 
murabahah (jual beli tempo).
24
Dengan menunjuk adanya keberkahan 
ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang 
dilakukan secara tempo, begitu juga dengan akad pembiayaan 
murabahah yang dilakukan secara tangguh untuk melakukan 
pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepekatan dari pihak bank 
maupun nasabah. 
 
Ijma'  
Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah 
sebagai dinyatakan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid 
Juz 2. Dalam bukunya tersebut Ibnu Rusyd menyatakan bahwa 
kebolehan akad mudharabah atau murabahah merupakan suatu 
kelonggaran yang khusus untuk usaha riil.
25
 
Kaidah Fiqh 
اَهِمِْيرْحَت ىَلَع ٌلِْيلَد َّلُدَي ْنَأ َّلاِإ ُةَحَابِلإْا ِتَلاَماَعُمْلا ىِف ُلْصَلأَا.  
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 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Sleman: Asnalitera,2013) hlm.111. 
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 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, ttp), 
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“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya.”26 
 
 
E. Tinjauan Pustaka 
 
      Sebagai bahan rujukan, penulis mecoba mengkaji beberapa karya yang 
dianggap relevan, antara lain:  
       Skripsi Yanuar Nur Aqsa, IAIN Surakarta, 2016 dengan 
berjudul ”Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan 
Murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-
2015)”. Penelitian ini hanya membahas prinsip kehati-hatian dalam 
pembiayaan murabahah dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian pembiayaan 
murabahah di BPRS Central Syariah Surakarta sudahkah sesuai dengan 
Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 
bahwa Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pembiayaan Murabahah di 
BPRS Central Syariah Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang 
No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Persamaan penelitian ini 
sama sama mengkaji pembiayaan murabahah dan pelaksanaan pembiayaan 
murabahah di Bank Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
oleh penulis yaitu pada penelitian ini membahas terkait prinsip kehati-hatian 
ditinjau dengan menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008  dalam 
pelaksanaan akad murabahah di BPRS Central Syariah Surakarta. 
Sedangkan penelitian oleh penulis membahas gambaran implementasi akad 
                                                          
26
 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang 
Praktis), (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.130.  
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murabahah secara keseluruhan atau umum ditinjau dengan Fatwa DSN 
MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 di PT. Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo KCP Solo.
27
 
        Skripsi Umi Alfiyah, UIN Sunan Kalijaga, 2017 dengan berjudul 
“Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiyaan Musyarakah 
di Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini sama-
sama mengetahui tentang implementasi/pelaksanaan akad pembiayaan 
murabahah. Namun bedanya yang dilakukan oleh penelitian ini dengan  
penelitian yang dilakukan oleh penulis ingin mengetahui implementasi akad 
pembiayaan murabahah secara keseluruhan dan sesuaikah implementasi 
akad pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN MUI No. 4/DSN-
MUI/IV/2000 di PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Alfiyah ini hanya membahas ke 
arah manajemen risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah di Bank 
Madina Syariah Bantul Yogyakarta saja. Sedangkan yang dilakukan oleh 
penulis ialah pelaksanaan pembiayaan akad murabahah secara keseluruhan 
ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 4/ DSN-MUI/IV/2000.
28
 
                    Jurnal Abdul Latif, Pascasarjana STAIN Ponorogo, 2016 dengan 
berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan 
Murabahah PT Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia KCP 
Ponorogo”. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pembiayaan  
                                                          
27Yanuar Nur Aqsa, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS 
Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-2015)”. Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta,2016). 
28
Umi Alfiyah, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiyaan Musyarakah di Bank 
Madina Syariah Bantul Yogyakarta”. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2017). 
17 
 
 
 
murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia KCP 
Ponorogo dan Implementasi Fatwa DSN MUI terhadap praktik pembiayaan 
murabahah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan Fatwa DSN 
MUI tentang murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat 
Indonesia KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai karena yang diberikan 
oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan. Dan pelaksanaan 
nya sama-sama menggunakan 2 akad yaitu murabahah dan wakalah. 
Bedanya dari penelitian yang telah dilakukan hanya tempat obyek 
penelitian.
29
 
 
F. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
 
         Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
kualitatif lapangan , yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan 
yang sebenarnya. Penelitian kualitatif lapangan adalah penelitian yang 
dilaksanakan secara langsung dilapangan.
30
 
 
2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  
         Penelitian ini mengambil lokasi Gallery PT Bank Syariah Mandiri 
Urip Sumoharjo KCP Solo yang beralamat Jalan Urip Sumoharjo No. 
                                                          
29
 Abdul Latif, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah PT 
Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo”, Muslim Heritage Journal, 
Vol.1, No. 1, Pascasarjana STAIN Ponorogo, 2016. 
30
 Bungaran Antonius Simanjutak, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2014), hlm. 130. 
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71, Kepatihan Wetan, Jebres, Surakarta, Tlp. 0271-647866. Penelitian 
dilakukan pada 12 Juni 2019 – 12 Juli 2019. 
3. Data dan Sumber Data 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek 
penelitian.
31
 Data primer ini diperoleh dari sumber informan yaitu 
individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti. Data primer ini diperoleh secara langsung dari 
narasumber yang berkaitan dengan Implementasi Pembiayaan 
Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. 
Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara Nauri Sadono 
selaku CBRM (Consumen Banking Relationship Manager) dan 
Nasabah yaitu Bapak Iwa Kusumah dan Bapak Bambang. Dan 
melakukan metode observasi dengan cara melakukan pengamatan 
langsung di rumah saya sendiri dengan melihat dan mengamati 
bagaimana implementasi/pelaksanaan akad murabahah di PT Bank 
Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai teori dan 
informasi tidak langsung yang bersumber dari buku, jurnal, dan 
internet yang sesuai dengan tema penelitian ini. Dalam penelitian ini 
data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 
PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo berupa 
                                                          
31
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar,1998) hlm.91. 
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gambaran umum PT Bank Syariah Mandiri, data pembiayaan 
murabahah dan jumlah nasabah yang bermasalah. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
              Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Wawancara  
             Yaitu teknik pengumpulan data dalam metode survey yang 
digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 
melalui bercakap-cakap/ mengajukan pertanyaan dan berhadap 
muka dengan orang yang dipandang biasa memberikan informasi 
kepada peneliti.
32
 Wawancara dilakukan dengan narasumber atau 
pihak yang terlibat dan berhubungan dalam penelitian ini, yaitu 
CBRM (Consumen Banking Relationship Manager) dan 2 pihak 
nasabah yang bermasalah yaitu Bapak Iwa Kusumah dan Bapak 
Bambang . CBRM ini ialah pihak bank yang melayani konsumen 
misalnya seperti pembiayaan pensiun, auto berkah maupun 
pembiayaan untuk membuat bahan bangunan seperti ruko. 
Pemilihan responden yang dijadikan narasumber melalui teknik 
purposive sampling yaitu dengan pertimbangan atau tujuan 
                                                          
32
 Syaifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, Cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000) hlm.14. 
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tertentu berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel 
itu.
33
 
b) Observasi  
Metode ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan 
mencatat sebuah obyek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran 
yang jelas mengenai masalah yang dihadapi.
34
 Teknik ini 
dilakukan wawancara langsung dengan alat perekaman HP 
mengenai Implementasi/Pelaksanaan akad murabahah di PT 
Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. 
c) Dokumentasi  
           Metode dokumentasi adalah dengan cara membaca 
dokumen yang dimiliki oleh PT BSM Urip Sumoharjo KCP Solo 
termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. 
5. Teknik Analisis data  
Dalam menganalisis data yang digunakan oleh penulis 
menggunakan analisa deduktif yaitu proses pendekatan yang 
berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) 
dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa 
atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang 
                                                          
33
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, R & D, ( Bandung: 
Alfabeta,2013), hlm.308. 
 
34
 Ibid.hlm.76. 
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bersangkutan (prediksi). Teknik yang dilakukan peneliti dalam 
analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang 
meliputi Kesesuaian pada Implementasi Akad Murabahah Menurut 
Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV di PT Bank Syariah Mandiri 
Urip Sumoharjo Kantor Cabang Pembantu Solo. 
G. Sistematika Penulisan 
         Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
Bab pertama didahului dengan bagian pendahuluan, yang 
memberikan gambaran secara umum mengenai judul skripsi ini dengan 
menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan sangat 
mendukung dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi. Akad Murabahah 
Dan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yang meliputi, pengertian 
murabahah, rukun dan syarat jual beli murabahah, manfaat dan resiko yang 
di antisipasi dalam jual beli murabahah.  
Bab ketiga tentang deskripsi data penelitian yang mengetengahkan 
tentang gambaran umum PT BSM Urip Sumoharjo KCP Solo yang terdiri 
dari Profil Perusahaan PT BSM Urip Sumoharjo KCP Solo visi dan 
misi,struktur organisasi, produk-produk pelayanan PT BSM Urip 
22 
 
 
 
Sumoharjo KCP Solo, Prosedur Pembiayaan Murabahah, 
Implementasi/Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah. 
Bab keempat tentang analisis yang merupakan pokok pembahasan 
tentang Analisis Kesesuaian Implementasi/Pelaksanaan Akad Pembiayaan 
Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 4/DSN-
MUI/IV/2000. 
Bab kelima berisi penutup tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil 
pembahasan serta beberapa saran yang diterapkan akan terwujud dalam 
sistem pembiayaan murabahah di PT BSM Urip Sumoharjo KCP Solo. 
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BAB II 
AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO.4/DSN-
MUI/IV/2000 
 
A. Konsep Akad Murabahah 
 
1. Pengertian Murabahah 
    
            Murabahah secara bahasa berasal dari kata ribhun  yang 
berarti keuntungan dan Rabaha-Yurabihu-Murabahatan yang berarti 
memberi keuntungan.
1
 Seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa 
baa’u asy-syai murabahatan” yang artinya perdagangan yang 
menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi 
keuntungan.
2
 
            Secara syara‟, pengertian murabahah adalah jual beli barang 
sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan 
yang disepakati.
3
 Karena dalam definisinya disebut adanya 
“keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si 
penjual (pihak bank) harus memberi tahu pembeli (nasabah) tentang 
                                                          
1
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hlm.85. 
 
2
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan 
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm.108. 
 
3
 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah Jilid 1, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2017) hlm.208. 
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harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 
ditambahkan pada biaya tersebut.
4
 
             Pihak bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah 
sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah 
keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga 
jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam 
akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama 
berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan 
dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil atau muajjal).
5
 
           Menurut Syafii Antonio, ba’i al-murabahah (deferred 
payment sale) adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al-murabahah, 
penjual harus tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu 
tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
6
  
             Menurut Ashraf Usmani, murabahah adalah: 
“Murabahah is a particular kind of sale where the seller expressly 
mentions the cost of the sold commodity he has incurred, and sells it 
to another person by adding some profit thereon.Thus, murabahah is 
                                                          
4
 Adiwarman.A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2016) hlm. 113. 
5
 Adiwarman.A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2016) hlm.98. 
 
6
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 
hlm.101 
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not a loan given interest; it is a sale of a commodity for 
cash/deferred price.
7
 
 
 
   Menurut Ulama Murabahah dibedakan menjadi beberapa 
pengertian: 
a. Hanafiyah mengatakan, murabahah adalah memindahkannya 
hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi 
dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan 
keuntungan yang diinginkan. 
b. Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat murabahah adalah jual 
beli yang dilakukan seorang dengan mendasarkan pada harga 
beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus 
sepengetahuan kedua belah pihak.
8
 
        Akad murabahah ini adalah salah satu konsep fiqh 
muamalah yang paling banyak diminati dan dipraktekkan oleh 
perbankan syariah. Akad ini banyak diminati dikarenakan faktor 
keamanan dan minimnya resiko bagi bank syariah dibanding akad 
mudharabah dan musyarakah.
9
 
                                                          
7
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, 
(Jakarta: Kencana, 2014) hlm.193. 
8
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009) hlm.85. 
 
9
 Ibid.hlm.78. 
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Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam pasal 19 ayat 
(1) huruf d tersebut, menjelaskan bahwa murabahah ini adalah akad 
pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 
penjual dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 
keuntungan yang disepakati.
10
 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pada 
pasal 20 ayat 6 Buku II  menjelaskan bahwa definisi murabahah 
adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh 
shahibul al mal dengan melalui pihak yang membutuhkan melalui 
transaksi jual beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan 
dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur.
11
 
Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 
7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana 
Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 
Syariah menjelaskan bahwa pengertian akad  murabahah adalah jual 
                                                          
10
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, 
(Jakarta: Kencana, 2014) hlm.193. 
 
11
 BUKU II TENTANG AKAD BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 20 AYAT 6 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2008 
TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH. 
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beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin 
keuntungan yang disepakati.
12
 
Menurut Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
akad murabahah, yaitu menjual satu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai laba.
13
 
Berangkat dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
murabahah adalah suatu akad jual beli dengan menyatakan harga 
perolehan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
14
 
 
2. Rukun dan Syarat Murabahah 
Menurut Jumhur Ulama, Rukun Murabahah dibagi menjadi 3 
bagian yaitu: 
a. Aqidain/ pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak 
yang memiliki barang untuk dijual dan mustyari’ 
(pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan 
membeli barang. 
                                                          
12
 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/46/PBI/2005 TENTANG AKAD 
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK YANG MELAKSANAKAN 
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. 
13
 KETENTUAN UMUM FATWA DSN MUI NOMOR 111/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG 
AKAD JUAL BELI MURABAHAH. 
 
14
Ibid.hlm.35. 
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b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman 
(harga) 
c. Shigah yaitu Ijab dan Qabul.15 
Menurut Syafii Antonio, Syarat Akad Murabahah ada 5 yang 
harus terpenuhi yaitu sebagai berikut: 
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 
ditetapkan. 
c. Kontrak harus bebas dari riba. 
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 
cacat atas barang sesudah pembelian. 
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang 
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian 
dilakukan secara utang.
16
  
3. Manfaat dan Risiko Yang Harus Diantisipasi Ba’i al 
Murabahah 
a. Manfaat Ba’i al Murabahah 
Sesuai sifat bisnis, transaksi ba’i al murabahah mempunyai 
beberapa manfaat, antara lain: 
                                                          
15
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009) hlm.90. 
 
16
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 
hlm.102. 
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1. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga 
beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. 
2. Sistem ba’i al murabahah sangat sederhana, 
sehingga skim yang paling banyak digunakan 
sesudah sistem akad mudharabah 
3. Penanganan administrasinya juga mudah. 17 
b. Risiko yang harus diantisipasi  
1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak 
membayar angsuran 
2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu 
barang di pasar naik setelah bank membelikannya 
untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual 
beli tersebut. 
3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja 
ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi 
karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak 
mau menerimanya. Karena itu, sebaliknya dilindungi 
dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah 
merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan 
yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani 
                                                          
17
 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
2012) hlm. 164 
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kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut 
akan memjadi milik bank. Dengan demikian, bank 
mempunya risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. 
4) Dijual; karena ba’i al murabahah bersifat jual beli 
dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, 
barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas 
melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, 
termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, 
risiko untuk default akan besar. 
18
 
 
4. Jenis Murabahah 
Murabahah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : 
Murabahah tanpa pesanan dan Murabahah berdasarkan pesanan. 
 
1) Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau 
tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan 
barang dagangannya.
19
 Barang yang disediakan sama sekali 
tidak tergantung dan terpengaruh langsung pada ada atau 
tidak adanya pesanan, atau ada dan tidaknya pembeli. 
                                                          
18
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 
hlm.107. 
 
19
 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta : UII Press,2005)hlm.37. 
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Murabahah ini bisa dilakukan baik secara tunai maupun 
secara tangguh. Pengadaan barang oleh bank syariah dapat 
dilakukan dengan berbagai cara antara lain : 
a) Membeli barang jadi kepada produsen (secara 
murabahah tauliyah, muwadha’ah, atau musawamah). 
(1) Jual beli  Tauliyah : memberi wewenang kepada 
orang lain untuk memiliki menggunakan suatu 
barang. 
(2) Jual beli Muwadha’ah : jual beli dengan harga beli 
dan pembeli diberitahu tentang harga belinya. 
(3) Jual beli Musawamah : jual beli dengan harga 
yang disepakati kedua belah pihak tanpa melihat 
harga kulakan pembeli.
20
 
b) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran 
dilakukan secara keseluruhan setelah aqd (jual beli 
salam) 
c) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran 
dilakukan setelah penyerahan barang (jual beli 
                                                          
20
 Sumber dari https://www.pengusahamuslim.com/2804-jual-beli-amanah-1491.html. diakses 23 
September 2019 
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ishtisna') Merupakan barang-barang hasil dari 
transaksi murabahah atau syirkah.
21
  
2) Murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah baru akan 
melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah 
yang memesan barang sehingga penyediaan baru dilakukan 
jika ada pesanan. Yaitu : 
a) Kedua belah pihak bernegosiasi dan berjanji satu 
sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan 
bersama 
b) Setelah diperoleh kesepakatan, bank mencari barang 
yang dipesan kepada pemasok. Bank juga melakukan 
negosiasi terhadap harga barang.  
c) Setelah diperoleh kesepakatan antara pemasok, maka 
dilakukan proses jual beli. Bank sebagai harus 
memberitahukan harga perolehan barang beserta 
keadaan barang 
d) Kemudian barang melakukan proses transaksi jual 
beli murabahah dengan nasabah. 
e) Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari 
penjual, yaitu bank syariah kepada pembeli.
22
 
                                                          
21
 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 
Bhakti,2000) hlm 111 
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        Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Murabahah
23
 
 
B. Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000  
a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari‟ah: 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 
bebas riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 
syari‟ah Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
                                                                                                                                                                     
          
22
 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta : UII Press,2005)hlm.37 
 
          
23
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 
2001) hlm.107.  
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bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 
biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian 
khusus dengan nasabah. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, 
menjadi milik bank. 
b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian 
suatu barang atau aset kepada bank. 
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2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus 
membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara 
sah dengan pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada 
nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya 
sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena 
secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua 
belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah 
untuk membayar uang muka saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang 
tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka 
tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali 
sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai 
alternatif dari uang muka, maka 
a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 
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b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi 
milik bank maksimal sebesar kerugian yang 
ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; 
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah 
wajib melunasi kekurangannya. 
c. Jaminan dalam Murabahah: 
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah 
serius dengan pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan 
jaminan yang dapat dipegang. 
d. Utang dalam Murabahah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam 
transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan 
transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga 
atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali 
barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia 
tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya 
kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa 
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh 
angsurannya. 
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3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, 
nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai 
kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat 
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan. 
e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 
menunda penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan 
sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
 
f. Bangkrut dalam Murabahah: 
    Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia 
menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
24
 
 
                                                          
24
 Fatwa DSN No.4 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PT BANK SYARIAH MANDIRI URIP 
SUMOHARJO KCP SOLO 
 
A. Profil Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo 
            PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin 
tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah 
Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-
nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu 
memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi 
idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual inilah menjadi salah satu 
keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. 
Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di 
seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM. Untuk 
alamat kantor pusatnya di Wisma Mandiri I Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta. 
           Secara khususnya, PT. Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo 
sejarah awal berdirinya ditetapkan sesuai dengan izin gubernur Bank Indonesia 
pada tanggal 25 Agustus 2010. Kemudian PT Bank Syariah Mandiri ini adalah 
cabang pembantu baru di Solo di daerah Urip Sumoharjo pada tahun 2010. PT 
Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo ini kurang lebih 9 tahun.  
        Ada 13 cabang kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Soloraya, seperti: 
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3.1 Sumber data dari website remi Bank Syariah Mandiri 
 
        Dan jumlah pegawai PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo 
saat ini mencapai 23 orang. Pada awal berdirinya PT Bank Syariah Mandiri 
Urip Sumoharjo KCP Solo kami selaku karyawan beserta para jajarannya 
berupaya keras untuk mensosialisasi kan Perbankan Syariah dalam jangka 
waktu beberapa bulan kedepannya.  
1. Struktur Organisasi dan Tugas PT Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo KCP Solo. 
a. Struktur Organisasi 
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Gambar 3.2 Wawancara Pribadi dengan Bp Nauri 
b. Tugas  
a. Branch Manager tugasnya sebagai pimpinan di cabang yang 
bertanggung jawab semua kegiatan baik itu pelayanan maupun 
operasional. 
b. Microbanking Manager tugasnya membantu manager di bidang 
pembiayaan mikro. 
c. Consumen Relationship Banking Manager tugasnya melayani di 
bidang pembiayaan consumer seperti pembelian mobil, kepemilikan 
ruko dan lain lain. 
d. Branch Office Service Manager tugasnya sebagai membawahi teller 
dan costumer service 
2. Visi Misi dan Nilai- Nilai Perusahaan  
a. Visi dan Misi  
Branch Manager 
(Ary Kristiyanto 
Merenda) 
microbanking 
manager 
(Edy Hariyanto) 
CBRM 
(Bp Nauri) 
branch office 
service manager 
(Hesti Milawati) 
GSS 
Dhian Andiny 
CS 
Diyan Ika 
Teller 
Desima 
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Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan 
Modern”  
Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di 
antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen 
consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.  
Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan 
dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. 
Sedangkan misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu :  
a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 
yang berkesinambungan.  
b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 
melampaui harapan nasabah.  
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 
pada segmen ritel.  
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.  
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.  
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  
2. Nilai-nilai Perusahaan  
Nilai- nilai Bank Syariah Mandiri (ETHIC):  
a. Excellence : Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang 
terpadu dan berkesinambungan.  
b. Teamwork :     Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.  
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c. Humanity : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. 
d. Integrity : Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.  
e. Customer Focus : Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk 
menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan 
menguntungkan. 
3. Produk-Produk Pelayanan 
Produk Pelayanan di Bank Syariah Mandiri KCP Solo dibagi menjadi 2, 
yaitu: Produk Dana dan Produk Pembiayaan. 
a. Produk Dana  
1) Tabungan BSM  
Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah 
muthlaqah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap 
saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.  
2) BSM Tabungan Berencana  
Tabungan berjangka dengan akad mudharabah muthlaqah yang 
memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian 
pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan mendapatkan 
perlindungan asuransi.  
3) BSM Tabungan Simpatik  
Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat 
dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.  
4) BSM Tabungan Investa Cendekia  
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Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan 
jumlah setoran bulanan tetap  
5) BSM Tabungan Mabrur  
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan 
ibadah haji & umrah berdasarkan akad mudharabah muthlaqah 
yang tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya 
penyelenggaraan ibadah haji/umrah yang langsung terhubung 
dengan SISKOHAT.  
6) BSM Tabungan Mabrur Junior  
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan 
ibadah haji & umrah diperuntukan bagi anak yang terhubung 
langsung atau Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama 
untuk kemudahan pendaftaran haji.  
7) BSM Tabungan Pensiun  
Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah 
berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya 
dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan 
ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama 
BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan 
pegawai negeri Indonesia. 6 Brosur produk dana dan jasa BSM 
Tahun 2017   
8) BSM Tabunganku  
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Tabungan untuk perorangan dengan akad wadhi’ah yad dhamanah 
persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama 
oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya 
menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
9) BSM Giro  
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk 
kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 
wadiah yad dhamanah dan bisa mendapatkan bonus bulanan yang 
diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.  
10) BSM Deposito  
Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang 
dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk 
perorangan dan non-perorangan dengan jangka waktu yang 
fleksibel : 1, 3, 6 dan 12 bulan yang dapat dicairkan pada saat 
jatuh tempo. 
b. Produk Pembiayaan 
    1) BSM Implan  
         BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang 
diberikan oleh bank kepada karyawan tetap 7 Brosur produk dana 
dan jasa BSM Tahun 2017 44 perusahaan yang pengajuannya 
dilakukan secara massal (kelompok). 
 2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran 
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         Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas 
pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan 
untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah 
akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank 
dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan 
menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 
keuntungan margin yang disepakati.  
3)  Pembiayaan Kepada Pensiunan  
         Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas 
pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) 
kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan 
melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank 
setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad 
murabahah atau ijarah.  
4) Pembiayaan Kepada Koperasi  
         Karyawan untuk Para Anggotanya Penyaluran pembiayaan 
kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para 
anggotanya 45 (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui 
koperasi karyawan.  
5) Pembiayaan Griya BSM  
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         Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, 
menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal 
(konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer 
maupun non developer dengan sistem murabahah.  
6) Pembiayaan BSM Oto BSM  
         Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan 
untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. 
Pembiayaan dapat digunakan untuk pembelian kendaraan baru atau 
bekas.  
c. Produk Jasa  
1) BSM Card  
     Merupakan sarana untuk melakukan penarikan, pembayaran, transfer, 
pemindahbukuan pada semua jaringan yang bekerja sama serta dapat 
digunakan sebagai kartu debit yang digunakan untuk transaksi 
berbelanja di merchant.  
2) BSM Sentra Bayar  
    BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima 
pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (Telkom, PLN, 
Telkomsel, Speedy, Pembayaran Mahasiswa BSI) yang diperuntukan 
untuk perorangan atau perusahaan.  
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3) BSM SMS Banking  
    BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis 
teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai 
transaksi perbankan dengan beberapa jenis layanan seperti layanan 
informasi dan transaksi yang diperuntukan bagi perorangan. 
 4) BSM Net Banking  
      Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat 
“http://www.syariahmandiri.co.id” yang dapat digunakan oleh nasabah 
untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, 
pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, 
transfer realtime ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembayaran tagihan 
dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.  
5) BSM Jual Beli Valas  
    Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang 
asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank 
Syariah Mandiri dengan nasabah menggunakan akad sharf.  
6) Transfer Uang Tunai Layanan BSM Transfer  
     Uang Tunai adalah fasilitas untuk mengirim uang tunai kepada sanak 
saudara atau rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri tercinta dengan 
mudah dan aman yang bisa digunakan mengunakan BSM Net Banking 
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atau BSM Mobile Banking GPRS dan uang tetap dapat dikirim 
meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.  
7) BSM E-Money 
      BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis smart card yang 
diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri.  
8) BSM Inkaso  
    Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah 
kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke 
rekening nasabah.  
9) BSM Intercity Clearing  
     Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar 
wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan 
hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.  
4. Pelaksanaan Akad Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo KCP Solo 
  Dalam pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
konsumtif yang dibutuhkan oleh nasabah, selain dalam bentuk barang 
Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo juga memenuhi 
kebutuhan modal kerja dan usaha karena bank ini adalah unit bisnis. 
Dimana Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo menjual harga 
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barang pesanan kepada calon nasabah dengan nilai tambahan margin 
keuntungan yang telah disepakati. 
   Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp Nauri Sadono pihak 
CBRM (Consumen Banking Relationship Manager) produk ini banyak 
yang diminati oleh pihak nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang akan 
diinginkan seperti misalnya kepemilikan ruko, pembelian mobil, dan 
renovasi rumah. 
 Dalam Implementasi akad murabahah di PT Bank Syariah Mandiri 
Urip Sumoharjo KCP Solo, ada ketentuan-ketentuan atau pengajuan 
prosedur untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon 
nasabah adalah sebagai berikut: 
1. Nasabah mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mengisi 
formulir beserta dilampiri persyaratannya. Misalnya nasabah ingin 
mengajukan untuk renovasi rumah (ruko) 
2. Pihak BSM mengecek kelengkapan berkas-berkas dari nasabah 
dilakukan dengan wawancara langsung seperti: 
a. KTP 
b. KK 
c. NPWP 
d. SKEP Pensiun Asli 
e. Kartu Nikah 
3. Lalu setelah dicek kelengkapan, survey on the spot usaha yang 
akan diajukan oleh calon nasabah 
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4. Melakukan analisa untuk mendapat persetujuan dari Pak Ary 
Kristyanto Merenda selaku Branch Manager 
5. Apabila sudah di setujui pihak CBRM BSM memberitahukan 
kepada calon nasabah SP3 (Surat Pemberitahuan Pembiayaan) 
membiayai pembelian barang yang dipesan oleh nasabah. 
6. Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo menjual barang 
pesanan nasabah yang terdiri dari nilai tambah margin keuntungan 
yang telah disepakati. 
7. Akad pembiayaan ini disertai jaminan dan pencairan dana. 
8. Setelah dana cair dan nasabah sudah membelikan barang, nasabah 
datang lagi ke kantor Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP 
Solo untuk menyerahkan kwitansi. 
9. Terakhir apabila Pihak BSM dalam pembelian barang mewakilkan 
kepada calon nasabah dengan menggunakan akad wakalah. 
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Gambaran Prosedur Pembiayaan Murabahah 
 
Jadi dapat disimpulkan Implementasi Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri 
KCP Solo menggunakan 2 akad yaitu murabahah dan wakalah. Jadi sudah terlihat 
jelas BSM ini menggunakan wakalah terlebih dahulu baru menggunakan wakalah.  
        Berdasarkan data rekaman dari Bp Nauri, jika ada beberapa kendala tentang 
masalah pembiayaan murabahah diselesaikan dengan  3 cara: 
1. Penjadwalan kembali (reschedulling) 
2. Persyaratan kembali (reconditioning) 
3. Penataan kembali (restucturing) 
calon nasabah mengajukan permohonan 
pembiayaan dan mengisi formulir yang 
telah dipersyaratkan 
mengecek kelengkapan berkas dengan 
melakukan wawancara langsung 
survey kerumah dan usaha yang akan 
diajukan oleh calon nasabah 
analisa data data berkas kelengkapan dari 
calon nasabah 
meminta persetujuan dari Branch Manager 
pemberitahuan kepada nasabah atau SP3 
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   Dengan cara-cara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah 
Mandiri Urip Sumoharjo seperti ini sesuai yang telah disebutkan diatas, 
diharapkan mampu menjadikan pusat perhatian kepada nasabah untuk tepat waktu 
dalam melakukan angsuran di Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. 
Gambaran Data Kategori Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
Ada 5 Tahapan Kategori Pembiayaan, yaitu 
 
Gambaran Data Ilustrasi Angsuran Pembiayaan BSM Pensiun dan Jangka Waktu 
Pembiayaan 
No. Plafound 
Angsuran Per Bulan 
1th 2th 3th 4th 5th 
12 24 36 48 60 
1 10.000.000 883,817 466,078 327,837 258,455 217,424 
2 20.000.000 1,767,633 932,157 654,774 516,910 434,848 
3 30.000.000 2,651,450 1,398,235 982,162 775,366 652,273 
4 100.000.000 8,838,166 4,660,784 1,309,549 2,584,552 2,174,242 
Pembiayaan Lancar 0 
Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus 1-90 hari 
Pembiayaan Kurang Lancar 91-120 hari 
Pembiayaan Diragukan 121-180 hari 
Pembiayaan Macet 180 hari (6bulan) 
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5 150.000.000 13,257,249 6,991,176 4,910,808 3,876,828 3,261,363 
 
Contoh Ilustrasi 
           Pak Iwa berencana ingin membeli peralatan bahan bangunan seperti tanah, 
semen dan lain lain untuk merenovasi rumah (ruko) seharga Rp 100 juta. Karena Pak 
Iwa tidak memiliki uang sejumlah tersebut . Pak Iwa mendatangi Bank Syariah 
Mandiri Urip Sumoharjo untuk membeli peralatan bahan bangunan yang diinginkan 
oleh Pak Iwa. Lalu pihak BSM melakukan survey tempat yang akan direnovasi. 
Setelah itu pihak BSM memesan peralatan bahan bangunan tersebut, kemudian 
menjualnya kepada Pak Iwa dengan harga yang disepakati sebesar Rp 150 juta ( Rp 
100 juta harga perolehan dan Rp 50 juta margin keuntungan). Pembayaran dilakukan 
secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 5 tahun (5 tahun = 60 bulan).  
          Dalam pemesanan barang, BSM dapat mewakilkan (wakalah) kepada pihak 
nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli barang adalah Pak Iwa atas nama Bank 
Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. Tapi transaksi akad murabahah baru 
boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Transaksi ini dikenal 
dengan murabahah bil wakalah. 
Mekanisme dalam akad murabahah bil wakalah, sebagaimana dijelaskan hal 69: 
         Berdasarkan hasil pemaparan data, dalam operasionalnya pembiayaan Griya 
BSM di BSM Urip Sumoharjo KCP Solo menggunakan alur pembiayaan yaitu : 
1. Nasabah datang mengajukan sebuah permohonan pembiayaan kredit ke BSM. 
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2. Kemudian bank melakukan analisa kelayakan nasabah dan apabila pembiayaan 
disetujui bank 
3. Nasabah menandatangani akad pembiayaan. 
4. Setelah proses ini, bank membuat PO (Purchase Order) ke supplier toko 
bangunan untuk membeli peralatan bahan bangunan  yang diinginkan nasabah 
dan mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan 
pembiayaan. 
5. Pihak bank melakukan akad wakalah.Selanjutnya nasabah membuat surat kuasa 
kepada bank untuk kelengkapan data pengambilan dokumen jaminan ke supplier 
toko bangunan yang menyatakan apabila proses pembuatan balik nama akta 
sertifikat rumah telah selesai dilakukan.  
6. Nasabah harus memberikan bukti pembelian barang. 
7. Kemudian terjadilah akad murabahah dimana bank akan menjual kembali 
dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati. 
8. Pindah kepemilikan dengan catatan notaris 
9. Bayar angsuran 
10. Monitoring  
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BAB IV 
IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DI PT BANK 
SYARIAH MANDIRI URIP SUMOHARJO KCP SOLO TINJAUAN 
FATWA DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 
 
A. Praktik Pelaksanaan Akad Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo KCP Solo 
Didalam praktik operasional Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo 
KCP Solo, pihak BSM tidak selalu dapat menyediakan barang. Karena itulah 
bank syariah melakukan akad wakalah dalam akad jual beli murabahah  yang 
dinyatakan dalam perjanjian akad wakalah. Implementasi akad murabahah di 
PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo, ada ketentuan-
ketentuan atau pengajuan prosedur untuk memenuhi persyaratan yang harus 
dilengkapi oleh calon nasabah adalah sebagai berikut: 
1. Nasabah mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mengisi 
formulir beserta dilampiri persyaratannya. Misalnya nasabah ingin 
mengajukan untuk renovasi rumah (ruko) 
2. Pihak BSM mengecek kelengkapan berkas-berkas dari nasabah 
dilakukan dengan wawancara langsung seperti: 
a. KTP 
b. KK 
c. NPWP 
d. SKEP Pensiun Asli 
e. Kartu Nikah 
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3. Lalu setelah dicek kelengkapan, survey on the spot usaha yang 
akan diajukan oleh calon nasabah 
4. Melakukan analisa untuk mendapat persetujuan dari Pak Ary 
Kristyanto Merenda selaku Branch Manager 
5. Apabila sudah di setujui pihak CBRM BSM memberitahukan 
kepada calon nasabah SP3 (Surat Pemberitahuan Pembiayaan) 
membiayai pembelian barang yang dipesan oleh nasabah. 
6. Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo menjual barang 
pesanan nasabah yang terdiri dari nilai tambah margin keuntungan 
yang telah disepakati. 
7. Akad pembiayaan ini disertai jaminan dan pencairan dana. 
8. Setelah dana cair dan nasabah sudah membelikan barang, nasabah 
datang lagi ke kantor Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP 
Solo untuk menyerahkan kwitansi. 
9. Terakhir apabila Pihak BSM dalam pembelian barang mewakilkan 
kepada calon nasabah dengan menggunakan akad wakalah. 
Pelaksanaan yang pertama mengenai persoalan bahwa dalam pembiayaan 
murabahah dari pihak Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo hanya 
memberikan uang kepada nasabah untuk membelikan barangnya sendiri dari 
pemasok untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang 
disediakan oleh pihak bank, selanjutnya  bank menjual barang tersebut kepada 
nasabah sebagaimana nasabah membelinya dari pihak bank, dengan harga yang 
telah disepakati oleh nasabah dan bank. Maksudnya karena pihak nasabah dan 
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pihak bank sudah sepakat menyetujui prosedur yang telah di ajukan maka 
mekanisme ini sudah jelas menyalahi hakikat murabahah itu sendiri, yang pada 
hakikatnya murabahah adalah proses jual beli yang syarat dan rukunnya 
ditentukan oleh syara’. Apabila pola ini masih saja tetap dilakukan, maka sudah 
jelas kesan yang kita dapat dari proses ini menjual barang yang belum ia miliki 
padahal ini jelas menyalahi salah satu aturan syara’.  
  Menurut Ibn Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada atau 
tidaknya obyek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur gharar, yaitu jual beli 
sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Secara jelas larangan ini menunjukkan 
kepada kita haram menjual apa yang belum menjadi hak milik kita, dan belum 
masuk ke dalam kesanggupan penjual. Dan dari itu dikecualikan penjualan 
menggunakan akad Salam. Menurut Ibn Qayyim, penjualan salam itu berdiri 
sendiri tidak dikhususkan dari larangan ini, karena salam itu adalah akad terhadap 
sesuatu yang didalamnya terdapat tanggung jawab penjual yang telah disifatkan, 
hanya saja belum menjadi benda. 
  Apabila jika tetap di lakukan walau dengan alasan sistem dan 
pelaksanaan yang rumit, maka itu adalah risiko atau konsekuensi bagi pihak bank 
BSM selaku penyedia pembiayaan murabahah tersebut. Dan penulis yakin itu 
dapat dilakukan apabila pihak bank BSM serius ingin menerapkan konsep akad 
murabahah tersebut agar sesuai dengan syariah. Adapun alasan yang disampaikan 
apabila konsep ini menggunakan dua akad, memungkinkan terjadi 
ketidaksesuaian yang di inginkannya. Mengenai alasan yang satu ini, sebenarnya 
adalah alasan yang kurang kuat karena itu dapat ditangani melalui majalah katalog 
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yang itu dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian dengan keinginan para 
nasabah, mulai dari warna, bentuk dan lainnya sebagainya. 
  Seperti hal lainnya, dalam akad inipun dimungkinkan adanya unsur 
pengecualian. Maksudnya ada transaksi yang dimungkinkan diperbolehkan akad 
murabahah dengan wakalah itu tetap dilaksanakan. Misalnya pada suatu transaksi 
rehabilitasi bangunan ruko, yang ini jelas akan menyulitkan pihak BSM jika harus 
tetap melaksanakan prinsip awal yang tidak boleh adanya perwakilan, salah satu 
alasan yang kuat untuk adanya murabahah dan wakalah ini karena objek itu 
sangat banyak, misalnya membutuhkan semen,pasir, kayu dan sebagainya, yang 
ini akan menyebabkan kesulitan bagi pihak BSM. 
     Jadi dapat kesimpulannya, bahwa akad murabahah seharusnya 
dilaksanakan dengan dua akad. Jika pihak bank tidak bisa menyediakan barang 
dan mewakilkan pembelian nya kepada nasabah, kedua akad itu adalah wakalah 
dan murabahah. Dalam transaksi ini tidak diperkenankan berdasarkan perwakilan 
kepada nasabah, karena lebih dekat dengan jual beli terhadap benda yang belum 
ada, dan itu tidak diperbolehkan dalam islam. Pelaksanaan murabahah boleh 
dilakukan dengan diwakilkan jika dalam keadaan tertentu sebagaimana telah 
dijelaskan diatas. 
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B. Pelaksanaan Akad Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo KCP Solo Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 
    Bahwa pelaksanaan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri 
sebagaimana dijelaskan Fawa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah, tepatnya pada Ketetapan Pertama butir 9 (sembilan) yang isinya 
bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli ini harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip, menjadi milik bank. 
             Secara formal pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN MUI No. 4/ 
DSN-MUI/ IV/2000 memang ada beberapa yang sudah dikatakan sesuai, namun 
masih ada beberapa ketentuan yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri belum 
sesuai. Maka dari itulah, untuk menganalisa apakah pembiayaan murabahah di 
Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo sudah sesuai atau tidak dengan 
Fatwa DSN MUI tentang murabahah, sebagai berikut: 
1. Dalam poin a mengatakan “bank dan nasabah harus melakukan akad 
murabahah yang bebas riba” 
        Dalam pembiayaan renovasi rumah dilakukan akad pembiayaan 
murabahah antara bank dan nasabah yang didalamnya terdapat penentuan 
harga jual dan jangka waktu pembayaran cicilan tidak mempengaruhi total 
barang. Jika sebagaimana dalam contoh simulasi pembiayaan konsumtif pada 
renovasi rumah, seperti: 
Harga Plafound : 180.000.000 
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Jika disepakati cicilan 9 tahun 
(Maka Jumlah Angsuran Rp 180.000.000 : 108 = Rp 1.666,666.666) 
Jadi total pembayaran Rp 1,666,666.666 x 108 = Rp 180.000.000 
        Contoh simulasi pembiayaan diatas sudah terbukti bahwa jangka waktu 
pembiayaan angsuran diatas tidak mempengaruhi total harga barang yang 
telah disepakat. Hal ini sudah terbebas dari unsur riba dan sudah sesuai 
dengan ketentuan fatwa. 
2. Poin b mengatakan bahwa “barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan 
oleh Islam” 
Barang yang telah diperjualbelikan dalam pembiayaan murabahah adalah 
renovasi rumah, dan ini sudah jelas barang ini tidak diharamkan oleh Islam. 
Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa. 
3. Bank Syariah Mandiri memiliki standar untuk terhadap kepemilikan rumah 
untuk membangun sebuah ruko. Standarisasi dilihat saat melakukan survey 
lokasi apakah ini baru atau sudah bekas. Jika dikategorikan masih baru maka 
pihak BSM 80 % membiayai secara keseluruhan. Lalu calon nasabah 20% 
yang menanggung sebagian cicilan yang telah disepakati oleh pihak bank dan 
pihak nasabah. Jika dikategorikan masih bekas Pihak BSM membiayai 
keseluruhan 70% dan nasabah sebagian yang menanggung sebagian cicilan 
yang telah disepakati. Dan ini sudah sesuai dengan ketentuan poin c 
mengatakan bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya.  
59 
 
4. Poin d “barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 
pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
Sudah terlihat jelas bahwa ini sudah sesuai dengan ketentuan karena untuk 
pengadaan renovasi rumah yang dibutuhkan oleh nasabah, bank membeli 
peralatan atau bahan bangunan untuk merenovasi rumah tersebut atas 
nama bank sendiri, dengan diwakilkan oleh nasabah. 
5. Poin e “bank harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang” 
Karena pembelian renovasi rumah untuk membeli peralatan dan bahan 
bangunan ini diwakilkan oleh nasabah, maka dalam hal ini berarti pihak 
bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan pembelian kepada 
nasabah dan ini tidak sesuai dengan ketentuan. 
6. Poin f “bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebagai 
pemesan dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. 
Dalam kaitannya ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok 
barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan” 
Peralatan bahan bangunan untuk renovasi rumah yang telah dibeli tersebut 
kemudian ditentukan harga jual dengan perhitungan harga beli ditambah 
margin keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. 
Dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa pertama poin f. 
7. Poin g “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang disepakati” 
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Setelah peralatan bahan bangunan untuk renovasi rumah ditentukan dan 
besarnya angsuran harga jual yang telah disepakati maka nasabah 
membayar angsuran secara cicilan berdasarkan kesepakatan. Hal ini juga 
sudah sesuai dengan ketentuan.  
8. Pada pembiayaan Griya BSM jikalau terjadi cidera janji maka pihak BSM 
dapat melakukan penyelamatan secara sepihak, dan ini sudah sesuai 
dengan ketentuan fatwa pertama poin h yang mengatakan “ untuk 
mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”. 
9. Poin i mengatakan “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank” 
Ketika Pihak BSM dan Pihak Nasabah sudah melakukan perjanjian akad 
murabahah di waktu yang sama pihak BSM mewakilkan kepada nasabah 
untuk membeli peralatan bahan bangunan untuk renovasi rumah yang 
diinginkan secara prinsip. Pihak BSM memberikan surat kuasa kepada 
nasabah untuk memilih sendiri peralatan bahan bangunan yang akan 
dibutuhkan dari supplier. Jadi hal ini bertentangan atau tidak sesuai 
dengan ketentuan fatwa pertama poin i  karena jika kita lihat praktiknya 
melakukan akad murabahah terlebih dahulu baru melakukan akad 
wakalah.  
  Ketentuan di atas memberikan suatu penafsiran bahwa pengikatan akad 
pada murabahah yang diwakilkan harus dilakukan melalui 2 fase pengikatan 
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akad. Akad murabahah merupakan akad yang mengalihkan kepemilikan 
barang dari bank kepada nasabah. Namun dalam pelaksanaan akad 
murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo secara 
langsung tidak dapat dilakukan melalui 2 fase begitu saja, melainkan 
dilakukan hanya dengan satu kali fase saja. Sehingga akad ini dilakukan 
sebelum barang dimiliki oleh bank.  
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fawa DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah yang isinya bahwa  jika bank hendak 
mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pihak 
ketiga, akad jual beli ini harus dilakukan setelah barang menjadi hak milik 
bank. 
  Pembiayaan murabahah bukanlah merupakan pinjaman yang diberikan 
dengan bunga. Pembiayaan ini adalah jual beli komoditas harga tangguh 
ditambah dengan margin keuntungan yang disetujui bersama. Selain itu 
pembiayaan murabahah dengan wakalah digunakan saat bank tidak dapat 
secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang 
dibutuhkan oleh nasabah. Disini harus disadari benar bahwa bank pada 
praktiknya bukanlah pedagang barang, melainkan pemberi jasa keuangan yang 
memberikan fasilitas pembiayaan. 
      Untuk kasus kedua mengenai penetapan harga profit margin di Bank 
Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo. Dalam pelaksanaan murabahah di 
BSM, harga dan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah sudah ditentukan oleh 
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pihak BSM sebelum perundingan harga dilakukan, sedangkan seharusnya 
harga itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Walaupun itu nantinya 
disepakati oleh nasabah, ini memungkinkan adanya indikasi ikroh atau adanya 
paksaan yang dibuat oleh pihak BSM. Pelaksanaan penetapan harga inipun 
tidak sesuai dengan pengertian murabahah dalam undang yang di akhiri klausal 
“pembeli membayarnya dengan harganya lebih sebagai harga yang disepakati”. 
Kata “disepakati” menurut penulis menunjukkan sesuatu yang harus dibuat 
secara bersamaan antara pihak bank dengan nasabah, ataupun dapat dipahami 
walaupun tidak dapat dilakukan secara bersamaan, namun memungkinkan 
untuk terjadi koreksi sesuai kesepakatan. 
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BAB V 
PENUTUP 
a. Kesimpulan 
            Dari hasil pembahasan mengenai dapat diambil kesimpulan, 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Akad Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumaharjo KCP Solo 
         PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo 
menyalurkan dana kepada masyarakat melalui salah satu produk 
yang paling unggul yaitu akad murabahah. PT Bank Syariah 
Mandiri ini dibagi 2 akad yaitu akad murabahah tanpa wakalah 
dan akad murabahah berdasarkan wakalah. Praktik pembiayaan 
murabahah berdasarkan wakalah karena mayoritas diperuntukkan 
bagi nasabah yang ingin membeli barang sesuai dengan 
kebutuhannya.  
2. Kesesuaian Implementasi akad murabahah menurut Fatwa DSN 
MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 di PT Bank Syariah Mandiri Urip 
Sumoharjo KCP Solo 
Dalam pelaksanaan dengan menggunakan murabahah bil wakalah 
di PT Bank Syariah Mandiri Urip Sumoharjo KCP Solo belum 
sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Karena itulah pembiayaan 
dengan murabahah bil wakalah  terjadi dengan satu kali transaksi 
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ketika pencairan dana, yaitu terjadi akad wakalah terlebih dahulu 
kemudian baru memakai akad. 
b. Saran 
Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagaimana masukan bagi 
pihak-pihak yang terkait, antara lain:  
1. Kepada pihak bank BSM Consumen Banking Relationship 
Manager (CBRM) Bp Nuari, lebih baik mengatur ulang ketentuan 
yang harus dipenuhi, agar produk yang dijalankan berjalan sesuai 
syariat ajaran Islam dan tidak ada unsur gharar, paksaan dan 
mengandung ke mudharatan di dalamnya. 
2. Kepada pihak DSN MUI lebih fokus ke arah penerapan fatwa-
fatwa DSN MUI yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia. 
3. Untuk masyarakat umat muslim sebaiknya harus lebih hati hati 
dalam melakukan hal suatu transaksi dan tidak menjadikan 
kekurangan bank syariah ini sebagai salah satu alasan untuk tidak 
menggunakan bank syariah dalam bertransaksi, karena meskipun 
bank syariah belum sepenuhnua syariah, suatu saat pasti akan lebih 
baik. Tidak seperti Bank Konvensional yang memang sudah jelas 
mengandung unsur riba dan akan tetap seperti itu tanpa adanya 
perubahan 
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FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 
Murabahah 
 ِميِح َّرلٱ ِن َٰ مْح َّرلٱ ِهَّللٱ ِمْسِب 
Dewan Syari‟ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran 
dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli; 
b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna 
melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan 
berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas 
murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu 
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 
dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 
laba; 
c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank 
syari'ah. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 
 
 َنْوُكَت ْنَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اْوُلُكَْأَتلا اْو ُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّ يَأ َآي
...ْمُكْنِم ٍضاَر َت ْنَع ًَةراَجِت 
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 
2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 
... َابِّرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُللها َّلَحَأَو ... 
"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba ..." 
3. Firman Allah QS. al-Ma‟idah [5]: 1: 
 ِدْوُقُعْلِاب اْو ُفْوَأ اْو ُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّ يَأ َآي… 
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”. 
4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280: 
 
... ٍةَرَسْيَم ىَلِإ ٌةَرِظَن َف ٍةَرْسُعْوُذ َناَك ْنِإَو 
"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan ..." 
5. Hadis Nabi SAW.: 
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر َّنَأ ونع للها يضر ْيِرْدُخْلا ٍدْيِعَس ْيِبَأ ْنَع
 َر َت ْنَع ُعْي َبْلا اَمِّنِإ :َلَاق َمَّلَسَو ِوِلآَو وجام نباو يقهيبلا هاور( ،ٍضا
)نابح نبا وححصو 
Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." 
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban). 
6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 
 َمَّلَسَو ِوِلآَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ  ُعْي َبَْلا :ُةََكر َبْلا َّنِهْيِف ٌثَلاَث :َلَاق
 نبا هاور( ِعْي َبْلِل َلا ِتْي َبْلِل ِرْيِع َّشلِاب ِّر ُبْلا ُطْلَخَو ،ُةَضَراَقُمْلاَو ،ٍلَجَأ ىَلِإ
)بيهص نع وجام 
“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.‟” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 
 ْلا َنْي َب ٌِزئاَج ُحْلُّصَلا اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َنيِمِلْسُم
 هاور( اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح ًاطْرَش َّلاِإ ْمِهِطوُرُش ىَلَع َنوُمِلْسُمْلاَو
.)فوع نب ورمع نع يذمرتلا 
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan 
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari „Amr 
bin „Auf). 
8. Hadis Nabi riwayat jama'ah: 
... ٌمُْلظ ِّيِنَغْلا ُلْطَم 
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman ..." 
9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: 
 ُوَت َبْوُقُعَو ُوَضْرِع ُّلِحُي ِدِجاَوْلا ُّيَل 
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya." 
10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: 
 ُوَّلَحََأف ِعْي َبْلا ىِف ِنَابْرُعْلا ِنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلِئُس ُوَّنَأ 
"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam 
jual beli, maka beliau menghalalkannya." 
11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan 
cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 
161; lihat pula al-Kasani, Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222). 
12. Kaidah fiqh: 
.اَهِمِْيرْحَت ىَلَع ٌلِْيلَد َّلَُدي ْنَأ َّلاِإ ُةَحَابِلإْا ِتَلاَماَعُمْلا ىِف ُلْصَلأَا 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH 
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah: 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah 
Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara 
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 
dengan nasabah. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; 
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uangmuka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 
oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak „urbunsebagai alternatif dari 
uang muka, maka 
a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 
b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 
bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh 
bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka 
tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
Ketiga : Jaminan dalam Murabahah: 
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
Keempat : Utang dalam Murabahah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan 
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 
utangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam : Bangkrut dalam Murabahah: 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, 
bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, 
atau berdasarkan kesepakatan. 
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H 
 
1 April 2000 M 
DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua 
Prof. K.H. Ali Yafie 
Sekretaris 
Drs. H. A Nazri Adlani 
 
 
